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ABSTRAK

Kewenangan pengadilan di lingkungan peradilan agama tidak hanya
menyelesaikan perkara di bidang hukum keluarga seperti perkawinan, waris,
wasiat, dan hibah. Namun juga menyelesaikan perkara di bidang ekonomi
syariah sesuai dengan UU no 3 tahun 2006 tentang peradilan agama. Salah satu
perkara di bidang ekonomi syariah yaitu tuntutan ganti rugi yang disebabkan
oleh perbuatan melawan hukum. Adapun perkara mengenai tuntutan ganti rugi
akibat perbuatan melawan hukum yaitu perkara nomor 84/Pdt.G/2019/PA.YK.
dalam perkara tersebut penggugat menuntut ganti rugi dari pihak penggugat
yaitu Bank BTN syariah yang telah menutup buku tabungan yang telah
ditandatangani oleh para penggugat tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu
kepada penggugat. Tindakan bank BTN syariah tersebut merupakan perbuatan
melawan hukum dan dapat dikategorikan melanggar prinsip kerahasiaan bank
dan melanggar prinsip (prudential principal) serta bertentangan dengan hukum
perlindungan konsumen. Dalam menangani kasus ini, para hakim di pengadilan
melakukan ijtihad hukum sendiri karena hukum yang mengatur mengenai ganti
rugi akibat perbuatan melawan hukum masih terbatas.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan metode deskriptif
analitik. Dalam pengumpulan data penyusun menggunakan metode wawancara
dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam
member  putusan  pada  sengketa  ekonomi  syari’ah  Nomor
84/Pdt.G/2019/PA.YK tersebut sudah dianggap tepat sehingga putusan
tersebut dapat dikatakan sebagai putusan yang adil. Adapun yang menjadi
pertimbangan hakim, yaitu pertimbangan hakim berdasarkan bukti dari
penggugat (bukti surat dan saksi), pertimbangan hakim berdasarkan undang-
undang (Pasal 1243 KUHPerdata, UU No 3 Tahun 2006, dan fatwa DSN
Nol17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang
Menunda-nunda Pembayaran).

Kata kunci : sengketa ekonomi syariah, perbuatan melawan hukum, ganti rugi



ABSTRAC

The court's authority within the religious courts is not only to resolve cases in the
field of family law such as marriage, inheritance, wills, and grants. However, it
also resolves cases in the field of sharia economics in accordance with Law No. 3
of 2006 concerning religious courts. One of the cases in the field of sharia
economics is the claim for compensation caused by an unlawful act. The case
regarding claims for compensation due to acts against the law is case number
84/Pdt.G/2019/PA.YK. In this case, the plaintiff demanded compensation from
the plaintiff, namely Bank BTN Syariah, which had closed the savings book
signed by the plaintiffs without prior confirmation from the plaintiff. The action
of Bank BTN Syariah is an unlawful act and can be categorized as violating the
principle of bank secrecy and violating the principle (prudential principal) as well
as contravening consumer protection law. In handling this case, the judges at the
court exercised their own legal ijtihad because the law governing compensation
for unlawful acts is still limited.

This type of research is library research with analytic descriptive method. In
collecting data, the authors used interviews and documentation methods.

The results of this study indicate that the judge's considerations in making a
decision on the shari'ah economic dispute Number 84/Pdt.G/2019/PA.YK have
been considered appropriate so that the decision can be said to be a fair decision.
As for the judge's consideration, namely the judge's consideration based on
evidence from the plaintiff (evidence of letters and witnesses), the judge's
consideration is based on the law (Article 1243 of the Civil Code, Law No. 3 of
2006, and DSN fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 concerning Sanctions for
Capable Customers who Delay Payments).

Keywords: sharia economic disputes, unlawful acts, compensation
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB — LATIN
Transliterasi adalah kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
yang mana berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun
1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan

| Alif | L tidak dilambangkan

< Ba’ b Be

< Ta t Te

& Sa’ S Es (dengan titik di bawah)
z Jim J Je

z Ha’ h Ha (dengan titik di bawah)
z Kha’ kh Ka dan Ha

2 Dal d De

3 Zal 7 Zet (dengan titik di atas)
0 Ra’ r Er

J Zai z Zet

o Sin S Es

o Syin sy Es dan Ye
o= Sad $ Es (dengan titik di bawah)
U= Dad d De (dengan titik di bawah)




I T2
5> 7
¢ ‘Ayn
¢ Gayn
- Fa’
S Qaf
4 Kaf
Jd Lam
B Mim
8 Nin
g Waw
° H¥
3 Hamzah
@ Ya’

Te (dengan titik di bawah)
Zet (dengan titik di bawah)
koma terbalik di atas

Ge

Ef

Qi

Ka

El

Em

En

We

Ha

Apostrof

Ye

. Konsonan Rangkap Karena Syiddah ditulis rangkap

332x%a

Ditulis

Muta’addidah

Ditulis

‘iddah

. Ta’ marbitah di Akhir Kata




a. Bila dimatikan ditulis h:

il

Ditulis

Hikmah

-

Qo

Ditulis

Jizyah

(ketentuan ini tidak di perlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap

dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali bila

dikehendaki lafaz aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka

ditulis ‘h’

sl oWl S

Ditulis

Karamah al-auliya’

c. Bila ta’ marbitah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dammah

ditulis h
HhdllBlS Ditulis Zakatul fitri
D. Vokal Pendek
Fathah Ditulis A
Kasrah Ditulis I
’ Dammah Ditulis U

Xi




E. Vokal Panjang

Fathah + alif Llals Ditulis A Jahiliyah
Fathah + ya’ mati (ol Ditulis A : Tansa
Kasrah + ya’ mati S Ditulis I: Karim

Dammah + wawu mati ua A Ditulis U : Furiid

F. Vokal Rangkap

Fathah ya’ mati St Ditulis Ai: “Bainakum”

Fathah wawu mati JsA Dtulis Au : “Qaul”

G. Vokal pendek yang berurutan da;am satu kata dipisahkan dengan apostrof

] Ditulis A’antum
el Ditulis U’iddat
PepiNueh Ditulis La’in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan “I”
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ol_al Ditulis Al-Qur’an

bl Ditulis Al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf I (el) nya.

slaud) Ditulis as-Sama’

et Ditulis Asy-Syams

I. Penelitian kata dalam rangkaian kalimat

w2 Al (55 Ditulis zawi al-furiid

audl Jal Ditulis Ahl as-Sunnah

J.  Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur’an, hadis, mazhab,

syariat, lafaz.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh

penerbit, seperti judul buku Al-Hijab.
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. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara
yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri
Soleh.

. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko
Hidayah, Mizan.

. Transliterasi pengarang Kitab berbahasa Arab hanya berlaku di dalam
footnote, mislanya Ibnu Mandzur.

. Istillah-istilah dalam sejarah Islam, misalnya Bani Nadhir dan Perjanjian

Hudaibiyah.
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KATA PENGANTAR

Cagll ) N ¥ .
2 /m 3 }"o
e X
e L 5 T

O gl g 0 W) AN Y () agdl L cpall g Ll gal Ao i 4y g Cnallad] oy 4 aad)
Al o g dana Ut Gl pall 5 o) iyl o aSladl g 83ually 4 J g 12a30
2 Ll Cpmanl dauag

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih dan dermawan

yang memberikan bimbingan, kasih sayang, dan restu sehingga /penyusun

mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS DAN

NORMATIF TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI

SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA (PUTUSAN

NOMOR :84/PDT.G/2019/PA.YK” .Penyusun menyadari bahwa selama proses

menyelesaikan skripsi ini tentu banyak pihak yang telah membantu dan

berkontribusi. Oleh karenanya penyusun mengucapkan terimakasih kepada :

1.

Bapak Prof. Dr. Phil. Almakin, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku ketua Prodi Hukum
Ekonomi Syari’ah

Bapak A.Hasfi Lutfi M.H sebagai dosen pembimbing skripsi yang

sudah membantu kelancaran

Bapak Ratnasari Fajariya Abidin selaku dosen pembimbing akademik.

Segenap Bapak dan lbu dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum

XV



khususnya Bapak dan Ibu dosen Hukum Ekonomi syari’ah
(Muamalah) yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan.

7. Bapak dan Ibu yang senantiasa melimpahkan cinta dan kasih
sayangnya yang begitu tulus. Pengorbanan moril maupun materil,
dan do’a untuk penyusunan skripsi ini.

8. Untuk semua keluarga dan guru-guru yang selalau memberikan
do’a, dorongan dan motivasi untuk kelancaran penyususnan
skripsi saya.

9. Untuk teman-teman dari kantor jiz fm (Nguyen, Andi Wibowo,
Ristanto, Nafiah Nur Isnaini) beserta teman-teman lain yang telah

memberi motivasi dan support.

10. Untuk teman-teman KKN 99 Hargosari Tegalrejo
Gedangsari GunungkidulYogyakarta

11. Dan semua yang tidak bisa ditulis satu-persatu disini yang

sudah membantu secaralangsung maupun tidak langsung.

Selanjutnya, penyusun hanya berdo’a semoga amal baik yang
diberikan dapat diterima disisi Allah SWT dan senantiasa mendapat
limpahan rahmat-Nya. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari
kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yangkonstruktif sangat

diharapkan penyusun.

XVi



Yogyakarta, 28 Agustus 2023

i s

Ahmad Faiz Setiawan

NIM.16380043

XVii



DAFTAR ISI

ABSTRAK ittt e et et e e ta e aeenreennaeanaeens i
ABSTRAC ...ttt e et e e et aenaeara e ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ...ooiiiiiice sttt iv
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI.....ooiiiiiiie e Y
HALAMAN PENGESAHAN ....ooiiiii et Vi
HALAMAN MOTTO ittt e et e e e e e e e s araeaeeeeeaennnes vii
HALAMAN PERSEMBAHAN ......oooiiiiie et e e viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB — LATIN......cooiieiiieee e iX
KATA PENGANTAR .ot e e e e s a e e e e e e e e eanes XV
DAFTAR ISI................ J0 S S 400 U8 O, A O B v rrrerrrrrere e XViii
A 1
PENDAHULUAN L.ttt sbe s s sttt e st e sieesnneenneas 1
A.  Latar Belakang Masalah...............cccoviiiiiiiiii i 1
B.  RUMUSAN MASAIAN ........iiiiiiii i 4
C.  Tujuan dan KeQUNAAN........cc.eeiuieeiiuieiitieeiiie et esie e e re e st e e srve e e ssaeessnaeesseaesnaeeas 4
D.  Telaah PUSTAKA. .......cc.viiiiiiiieiiee ittt 5
E.  KErangKa TeOM.......eciuiiiiiiee ittt e e e e ae e e sneeeennes 8
F.  Metode PENEIITIAN ...coveeiveiiieiiee it 11
G. Sistematika Pembahasan ............cooeiiiiiiriiiiiieiie i 13
BABII.......R FATE - ICE AAALE T FNFIRN BB QU TN reereerrerssrnsenessenss 15
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
EKONOMI SYARIARLZ AL N BN/ A AL A A/ ... 15
A Pengertian PULUSAN .........eiiiiei et e e 15
B.  Tugas dan WEWENANG.........cccieeiiieeiiiec et eeitee e sitae e eee e st e e sae s srae e e sraaesbaeesnree e 16
C. Perluasaan kewenangan Hakim Pengadilan Agama..........cccccccceevvveeiiieeeiiieeennnen. 17
D.  UPaya HUKUM ..ottt s st e et e e e e 22
1. Upaya HUKUM BIASA ......ueiiiiiiiiiii et 22
2. Upaya HUKUM LUAr BiaSa........cciviieiiiiiiiii ettt 23
B, GaNti RUGI. .ot 23
G. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Pengadilan Agama Pasca Undang-undang
NOMOr 3 TANUN 2006 .......ooiuiiiiieiiie i nee s e 33
27 AN = | L USSP PSP 35

PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA EKONOMI SYARIAH NOMOR 84/
PDT.GI20L9/PA.YK ..ottt 35

Xviii



A. Profil tentang Pengadilan Agama Yogyakarta ............c.cccovveiiiniiniienicnceeee 35
B. Ruang Lingkup Gugatan Perkara Ekonomi Syariah Nomor84/Pdt.g/2019/PA.YK

53

R =T 0 To o [0 o= | PP U PP PPR 53
R =0 U o | OO P PR PPR 53
3. DUAUK PEIKAIA. ......civiiiieiiiiiie et 53
A, 1S GUOALAN ...t 55
BAB TV ot 58
ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA EKONOMI SYARIAH NOMOR
BA/PUL.G/20L/PA.YK ..ottt 58
A. Isi Putusan Dalam Perkara Ekonomi Syariah Nomor84/PDT.G/2019/PA.YK .....58

B. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Ekonomi Syariah
NOMOr 84/PDT.G/2019/PA. YK ...ttt 59
BAB V... o e . W A BT e 72
PENUTUP.......coovcrvvnn 0. B o e s e se e e e sen s e e sanennnns 72
A KESIMPUIAN L. 72
B.  SAIAN — SAIAN.....ciiiiiiiiii e 74
DAFTAR PUSTAKA ..ot 76
LAMPIRAN TERIEMAHAN .....oooiiiiiiii ettt i
LAMPIRAN PUTUSAN ..ottt sttt sttt sttt st sseesnneeaeenseesnne s i

XiX



BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku dan penyelenggara
kekuasaan kehakiman. la mempunyai kedudukan yang sejajar dengan
peradilan lainnya dalam menegakan hukum. Posisi Pengadilan Agama
semakin mendapat tempat dan dianggap banyak kalangan sebagai
momentumpaling bersejarah bagi perkembangan Pengadilan Agama dalam
perluasan kewenanganya dalam perkara ekonomi syariah ditandai dengan
lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan

Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.*

Umat Islam sebagai mayoritas penduduk Indonesia mendapat
perhatian khusus oleh Negara. Hal ini tercermin dari adanya lembaga
khusus yang menangani sengketa diantara umat Islam yaitu Peradilan
Agama. Hal ini tidak terlepas dari perubahaan UUD 1945 yang membawa
perubahan mendasar mengenai penyelengaraan kekuasaan kehakiman,
membuat perlunya dilaku kan peubahan secara komprehensif mengenai
undang-undang ketentan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Peradilan
Agama sebagai peradilan khusus umat Islam dituntut harus mampu

menjawab segala problematika hukum umat. Islam terutama sengketa

! Saut Maruli Tua Manik, Yaswirman, Busra Azheri, Ikhwan “Penyelesaian Sengketa
Ekonomi Syariah Melalui Pengadilan Khusus Ekonomi Syariah di Lingkungan Peradilan
Agama”, Ahkam Jurnal Ilmu Syariah No.435, Vol.17, 2017.



ekonomi, dalam hal ini adalah sengketa ekonomi syari’ah yang dua

decade terakhir mengalami perkembangan pesat.?

Di negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum dalam konteks
system penyelenggaraan hukum merupakan hal pokok yang sangat penting
dalam mewujudkan suasana kehidupan yang aman, tentram, dan tertib
seperti yang diamanatkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Salah
satu lembaga untuk menegakkan hukum adalah badan-badan peradilan
sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004,
yang masing-masing mempunyai lingkup kewenangan mengadili perkara

atau sengketa di bidang tertentu dan salah satunya adalah Peradilan Agama.®

Dengan adanya sistem ekonomi syariah yang dijalankan berdasarkan
dengan ketentuan syariat Islam selama ini, bukan berarti operasional
pembiayaan berbasis syariah tidak akan menemui suatu kendala atau
sengketa. Hal tersebut dapat terlihat dengan adanya perkara ekonomi syariah
yang telah di putus Pengadian Agama Yogyakarta, yaitu dengan putusan
nomor : 84/Pdt.G/2019/PA.Yk tentang perkara tuntunan dan gugatan ganti

rugi dalam sengketa ekonomi syariah.

Dalam perkara tersebut terdapat dua belah pihak yang berperkara yaitu

2 Jihadul Hayat dan Refky Fielnanda, Peradilan Agama Era Reformasi Kedua Setelah
Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, PANGGUNG
HUKUM: Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cabang Daerah Istimewa
Yogyakarta, Vol.1, No.1, (Januari2015), him. 126.

¥ Sumadi Matrais, Kemandirian Peradilan Agama Dalam Perspektif Undang-
UndangPeradilan Agama, Jurnal Hukum, No. Vol. (15 Januari 2008), him. 121-144



Penggugat 1, Penggugat 2 melawan Tergugat. Perkara gugatan tersebut
muncul bermula pada sekitar tahun 2014 Tergugat datang ke kantor Para
Penggugat untuk menawarkan kerja sama Pembiayaan Pengembangan
Rumah Sakit Islam di Magelang dengan berbagai keuntungan yang
ditawarkan . ParaPenggugat berencana membuka rekening dan meletakkan

dana milik Yayasan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Namun, dikarenakan pada waktu itu Para Penggugat belum sanggup
memenuhi permintaan untuk mengendapkan uang tersebut, maka sebagai
tahap awal kerjasama, Para Penggugat menyetorkan (dengan cara transfer)
sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Tergugat dan
dana tersebut kemudian dibuatkan dalam bentuk buku tabungan BTN
Syariahyang di tanda tangani oleh Penggugat 1 dan Penggugat 2.

Setelah satu minggu Para Penggugat mendatangi Terguggat untuk
menanyakan status buku tabungan BTN Syariah yang ditanda tangani
Penggugat 1 dan Penggugat 2 apakah maih aktif atau tidak, dan dijawab

oleh Tergugat telah di blokir.

Namun ternyata Tergugat telah menutup buku tabungan tersebut tanpa
konfirmasi kepada Para Penggugat, dan Tergugat beralasan bahwa
penutupan buku tabungan dilakukan karena adanya laporan kehilangan
Kepolisian terhadap buku tabungan, yang dilakukan orang yang mengatas
namakan Dewan Pengawas Yayasan. Sehingga tanpa mengkonfirmasi
kepada Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dan dapat

dikategorikan melanggar Prinsip Kerahasiaan Bank dan Melanggar Prinsip



Kehati-hatian serta bertentangan dengan hukum Perlindungan Konsumen.
Berdasarkan hal terebut Para Penggugat merasa dirugikan, maka Para
Penggugat mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan untuk diselesaikan

melalui jalur hukum.

Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian tentang pertimbangan
Hakim dalam memutus perkara Nomor : 84/Pdt.G/2019/PA.Yk dalam
perkara sengketa ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama

Yogyakarta.

. Rumusan masalah

Adapun rumusan masalah yang Penulis ketengahkan dan hendak
ditemukan jawabannya dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam memutus
perkara Nomor : 84/Pdt.G/2019/PA.Yk dalam perkara sengketa ekonomi
syariah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta ?

2. Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam memutus
perkara Nomor : 84/Pdt.G/2019/PA.Yk dalam perkara sengketa ekonomi
syariah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta ditinjau

dari yuridis dan normatif

. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini berdasarkan dengan permasalahan yang telah

dirumuskan diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini



adalah:
a. Untuk mendeskripikan bagaimana putusan hakim dalam memutus
perkara Nomor : 84/Pdt.G/2019/PA.Yk dalam perkara sengketa
ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama

Yogyakarta.

b.  Untuk menjelaskan bagaimana pengambilan keputusan hakim
dalam memutus perkara Nomor : 84/Pdt.G/2019/PA.Yk dalam
perkara sengketa ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh
Pengadilan Agama Yogyakarta ditinjau dari yuridis dan normatif.

2. Kegunaan Penelitian

a. Dapat memberikan tambahan pengetahuan dalam memahami
putusan  hakim  dalam  memutus  perkara ~ Nomor
84/Pdt.G/2019/PA.Yk dalamperkara sengketa ekonomi syariah yang

dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta.

b.  Secara praktis penelitian ini sebagai persyaratan untuk
penulisan skripsi.

D. Telaah Pustaka
Untuk menunjukan keaslian penelitian serta menghindari plagiasi,
penyusun telah melakukan telah pustaka terhadap beberapa hasil penelitian
yang memiliki kemiripan tema dengan yang penyusun angkat. Beberapa
penelitian yang memiliki kemiripan tema yang dapat penyusun telusuri

antara lain :



Skripsi yang ditulis oleh Fitriawan Sidio yang berjudul “Analisis
Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di PA
Bantul (Putusan No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl) skripsi ini membahas
bagaimana tinjauan dari penemuan hukum, dalam putusan No.
0700/Pdt.G/2011/PA.Btl bagaimana pertimbangan putusan Hakim terhadap

kasus penipuan Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta.*

Tesis yang ditulis oleh Mariyatul Kiftiyah yang berjudul ‘“Analisis
Putusan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Wanprestasi Dalam
Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah (No. 624.K/Ag/2017 Nomor.
882/ Pdt.G/2010/ PA.Sit) tesis ini membahas bahwa penyelesaian sengketa
gugatan wanprestasi dalam ekonomi syariah Nomor Register Perkara
882/Pdt.G/2010/PA.Sit. dan putusan kasasi Makhamah Agung RI. Nomor
register perkara 624 K/Ag/2017 Majelis Hakim tidak serta merta
menjatuhkan putusan dengan didasarkan pada akad formal yang terjalin
antara para pihak. Melainkan Majelis Hakim terlebih dahulu mempelajari
lebih jauh peejanjian atau akad yang mendasari kerjasama antara para
pihak. Putusan Majelis Hakim juga berpegang pada sumber hukum dalam

menyesuaikan dan memutus sengketa ekonomi syariah terhadap gugatan

* Fitriawan Sidio yang berjudul “ Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus
Sengketa Ekonomi Syariah di PA Bantul (Putusan No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl), « Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013)



wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum.®

Penelitian oleh Rossy Ibnul Sukardi yang berjudul “Analisis
Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Ekonomi Syariah Terkait
Wanprestasi: Studi Putusan Nomor : 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg hasil dari
penelitian ini bahwa Pertimbangan majelis hakim secara yuridis adalah
pemaknaan wanprestasi dalam konteks sengketa ekonomi syariah,
merujuk pada Pasal 1234 KUHPer juncto Pasal 36 KHES dan kewajiban
lembaga asuransi syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2014 tentang Perasuransian jo. Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 68 /POJK.05/2016. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, peneliti
tidak menemukan itjinad secara komprehensif dalam perumusahan
wanprestasi tersebut, khususnya dalam mengelaborasi landasan yuridis,

proses pembuktian, dan dalil-dalil hukum ekonomi syariah.®

Persamaan penelitian diatas dengan penyusun adalah sama-sama meneliti
tentang putusn Hakim sedangkan perbedaannya adalah pada objek yang
akanditeliti dimana penyusun akan meneliti terhadap putusan Hakim dalam

kasus sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta.

° Mariyatul Kiftiyah yang berjuful “ Analisis Putusan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)
dan Wanprestasi Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah No. 624.K/Ag/2017 Nomor.
882/ Pdt.G/2010/ PA.Sit , ““ Tesis UIN Antasari Pascasarjana Banjarmasin (2018)

® Rossy Ibnul Sukardi yang berjudul “ Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus
Perkara Ekonomi Syariah Terkait Wanprestasi:Studi Putusan Nomor :
0132/Pdt.G/2016/PA.Stg , Khatulistiwa Law Review, Vol.1,No.2, (2 Oktober 2020) him. 163



E. Kerangka Teori

Ganti Rugi (Ta’widh) memiliki arti ganti rugi, kompensasi. Secara
istilah pengertian ta-wid menurut Wahbah al-Zuhali adalah menutup
kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan. Konsep ganti
rugi dalam Islam sendiri lebih menitikberatkan pada hak dan kewajiban
anatara pihak debitur dan pihak kreditur. Ganti rugi hanya akan
dibebankan oleh pihak debitur apabila pihak kreditur dirugikan oleh
pihak debitur akibat tidak melaksanakan tanggung jawab atau ingkar
janji. Kemudian ganti rugi hanya dibebankan kepada debitur yang
ingkar janji apabila kerugian yang dialami kreditur memiliki hubungan
sebab akibat dengan perbuatan ingkar janji atau ingkar akad dengan
debitur.

Ganti rugi sering diperinci dalam tiga unsur, yaitu biaya,rugi
dan bunga. Yang dimaksud dengan biaya adalah segala pengeluaran
atau pengongkosan yang sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Rugi
meerupakan kerugian karena kerusakan barang-barang atau modal
kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur. Sedangkan
istilah bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang
sudah dihitung atau dibayangkan oleh kreditur.

Putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang
diberi wewenang, untuk itu dalam penyelesaian atau mengakhiri suatu
sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam siding

terbuka untuk umum.

Putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang



diberi wewenang, untuk itu dalam penyelesaian atau mengakhiri suatu
sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam siding
terbuka untuk umum.’ Pada hakekatnya hakim dalam menjatuhkan putusan
dipengaruhi oleh dua aliran yaitu pertama aliran konservatif, dimana
putusan hakim semata-mata ada hukum tertulis (Peraturan Perundang-
Undangan), kedua aliran progresif, dimana putusan hakim yang tidak
semata-mata mendasarkan kepada ketentuan hukum tertulis tetapi hakim
harus pula mendasarkan pada pengetahuan dan pengalaman empiris yang
dialaminya.®

Dalam metode islam hukum konstruksi ini dikenal dengan istilah itjihad
istinbathi. Itjihad ini adalah upaya untuk mengeluarkan hukum mengenai

masalah yang tidak ada nasnya atau tetapi tidak bermakna pasti, dan hal ini

yang diitjihadkan itu belum ada pendahulu yang mengijtihadkannya.®

Dalam memutus perkara hakim memiliki dua arti yaitu :*°

= s - loNe o, R 2,
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Artinya: “Pembuat hukum yang menetapkan ,memunculkan
sumber hukum1?

4 U Qﬁ}ﬁj & 4l eM‘ 8y 154“

" Abdul Manan, Penerapan Hukur.. . ..
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292.

8 Josef M Monteiro, Putusan Ha kim Dalam Penegakan Hukum Di Inonesia, Jurnal
Hukum Pro Justisia, April 2007, volume 25 no 2, him. 133

® http : idrusali85.wordpress.com/2007/08/08/masalah-ijtihad-ijtihad-istinbathi-dan- ijtihad-
tathbiqi, diakses pada tanggal 30 Januari 2021.

10 Drs. Totok Jumantoro, M.A,dkk.,Kamus Ilmu Ushul Figih, Amzah, T.t, 2005.

Yprof.Dr.Rachmat  Syafei,MA.llmu  Ushul  Fiigih.(Bandung:CV ~  Pustaka
Setia,2010).hal..345.
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“Yang  menemukan, menjelaskan, = memperkenalkan, dan
menyingkapkan hukum”.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan disebut penyelesaian
secara litigasi yang dimulai dengan gugatan dan diatur dalam lapangan
hukum acaraperdata (burgerlijk procesrecht, civil law of procedure). Dalam
rangka penegakkan hukum perdata materil, fungsi hukum acara perdata
sangat menentukan.'? Dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus
perkarasengketa ekonomi syariah ada dua sumber yaitu :*

a. Sumber Hukum Acara (Hukum Formil)

Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama untuk mengadili
sengketa ekonomi syariah adalah Hukum Acara yang berlaku dan
dipergunakan pada lingkungan Peradilan Umum. Ketentuan ini sesuai
dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

b. Sumber Hukum Materil

Adapun bagi lingkungan pengadilan agama, sumber-sumber hukum
yang terpenting ntuk dijadikan dasar dalam mengadili perkara-perkara
perbankan syariah setelah Al-Qur’an dan As Sunnah sebagai sumber utama,

antara lain adalah peraturan Perundang-undangan, fatwa-fatwa Dewan

2 Sufiarina, “ Urgensi Pengadilan Agama Sebagai Penyelesai Sengketa Ekonomi
Syariah ”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.2 April Juni 2014 him. 228.

13 Gala Perdana Putra Lubis, “ Aanalisis Putusan Makhamah Kontitusi No. 93/PUU-
X/2012 Terhadap Penyelesian Sengketa Perbankan Syariah Di Ind onesia”, Premise Law
Jurnal, (Sumatera Utara) Vol.6, 2015, him. 10.
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Syariah Nasional (DSN), agad perjanjian (kontrak), figh dan Ushul Figih,
adat kebiasaan, dan yurisprudensi.

Dengan demikian penyusun akan berusaha semaksimal mungkin
dalam mengumpulkan data tertentu yang berkaitan dengan permasalahan
yang diteliti. Dan tentunya tidak luput dari sumber hukum yang ada.
Semoga dengan kerangka teoritik di atas, problematika ini bisa
menemukan jawaban sesuai dengan harapan, dan untuk penjelasan akan

dibahas pada bab-bab selanjutnya.

. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis memuat uraian yang berisi
beberapa hal sebagai berikut :
1. Jenis Penelitian
Dalam menyusun skripsi ini, penyusun menggunakan jenis penelitian
lapangan, dalam hal ini yang menjadi objek kajian penelitiannya adalah
putusan nomor : 84/Pdt.G/2019/PA.YKk. tentang perkara gugatan sengketa
ekonomi syariah. Adapun lokasi penelitian tersebut adalah Pengadilan
Agama Yogyakarta.
2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah yuridis dan normatif
yaitu menguraikan dan menjelaskan data-data yang ada, konsepsi, serta
pendapat-pendapat, kemudian menganalisisnya lebih lanjut untuk

mendapatkan kesimpulan serta menjabarkan dalam bentuk kata-kata.
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3. Teknik pengumpulan data
a. Dokumentasi
Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat
penting. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah dengan cara identifikasi isi bahan hukum primer dan sekunder hasil
dari kepustakaan atau studi dokumen, yang kemudian dkategorisasi menurut

jenisnya. Teknik pengumpulan data tersebut yaitu teknik dokumentasi.

b. Wawancara

Wawancara terpimpin akan memberikan kemudahaan baik dalam
mengemukakan pertanyaan, menganalisis, maupun mengambil keputusan.
Bentuk wawancara ini akan ditunjukan kepada para Hakimyang menangani
perkara No, 84/Pdt.G/2019/PA.Yk yang ada di Pengadilan Agama
Yogyakarta.

4. Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian hukum

yang dilakukan oleh penulis adalah bahan hukum primer, dan bahan hukum

sekunder. Adapun bahan-bahan hukum yang penulis pergunakan antara lain

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai
kekuatan hukum mengikat Putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk

b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti hasil

karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, internet, dan
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makalah.
5. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka dilakukan proses yuridis dan normatif
dengan menggunakan metode dedukatif, yaitu proses yuridis dan normatif
dari hukum yang ada Putusan Nomor : 84/Pdt.G/2019/PA.Yk. untuk
mengetahui apa saja yang menjadi sumber hukum bagi Hakim dalam

putusan tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat memberikan pemahaman dan gambaran secara
terstruktur, terarah, dan sistematis dalam penyusunan skripsi ini. Adapun
sistematikanya sebagai berikut :

Bab pertama, adalah pendahuluan yang membahas tentang latar
belakang masalah sebagai dasar untuk merumuskan masalah, kemudian
dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penulisan skripsi, kemudian kajian
pustaka berfungsi untuk menginformasikan bahwa permasalahan yang
diteliti oleh orang lain. Kerangka teoritik sebagai alur pemikiran yang
ditempuh berdasarkan teori-teori yang mendukung data yang telah ada
dilanjutkan dengan metedologi penelitian serta diakhiri dengan sistematika
pembahasan.

Bab kedua, berisikan gambaran tentang proses pengambilan putusan
di pengadilan agama, penjelasan mengenai tugas dan kewenangan Hakim
dalam melakukan penemuan hukum, serta menjelaskan tentang perluasan

kewenangan pada putusan Hakim pengadilan agama dan jenis-jenis putusan.
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Bab ketiga, penyusun akan memaparkan gambaran umum tentang
putusan dan menguraikan tentang putusan perkara sengketa ekonomi syariah

Nomor : No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk.

Bab keempat, penyusun akan menganalisa tentang putusan Nomor :
No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk. untuk mengetahui akar permasalahan dalam
sengketa ekonomi syariah tersebut serta untuk mengetahui apa saja yang
menjadi sumber hukum dalam putusan tersebut dan metode penemuan
hukum apa saja yang digunakan oleh Hakim dalam proses menjatuhkan
putusan Nomor : No.84/Pdt.G/2019/PA.YK.

Bab kelima, merupakan penutup dari tulisan ini. Penulis akan
membuat suatu kesimpulan yang diambil dari analisa di bab sebelumnya,
dan menjadi jawaban dari pokok masalah dan dilengkapi dengan saran-

saran



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan pemaparan bab-bab sebelumnya

yang bersumber dari literatur hukum, buku-buku yang berkaitan dengan

wewenang peradilan agama di Indonesia khususnya kewenangan dalam

menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dan berbagai kamus yang ada,

dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut :

1.

Pertimbangan hakim secara hukum berkaitan dengan kasus putusan
Penagdilan Agama Yogyakarta Nomor : 84/Pdt.G/2019/PA.YK.Tahun
2019 meliputi :

a. Bahwa Perbuatan Tergugat dalam menutup buku tabungan BTN

Syariah Nomor Rekening 7043031878 tanpa konfirmasi kepada

Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.

. Maka berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat (1) H.l.R Jo. Pasal 38

Peraturan Makhamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah maka Tergugat
sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara

ini.

. Uraian pertimbangan-pertimbagan tersebut, maka gugatan

Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain.

. Para penggugat dipermalukan harga dirinya, harkat martabatnya

serta dipermainkan oleh Tergugat dengan berdasarkan apa yang

72
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telah diuraikan.

e. Sesuai ketentuan Pasal 1372 KUHPerdata dinyatakan bahwa
tuntutan perdata tentang hal penghianaan diajukan untuk
memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan
nama baik.anti rugi

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dengan dijalankan Undang- Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dibidang ekonomi syariah adalah :

a. Faktor Pendukungnya meliputi :

Sebagian besar penduduk di Indonesia mayoritas umat
Islam, historis peradilan agama menangani hukum perdata Islam
sebagai Makhamah Syariah, adapun aparat pada pengadilan agama,
salah satunya hakim pada pengadilan agama lebih mengetahui
istilah-istilah yang ada atau dipergunakan pada ekonomi syariah
diabnding hakim-hakim pengadilan negeri, konsep yang melekat
pada masyarakat terhadap ekonomi syariah yang berupa konsep
menghindari kecurangan dalam menjalankan suatu perekonomian
Khusunya di masyarakat.

b. Faktor Penghambatnya meliputi :

Kurangnya suatu perhatian terhadap pemerintah dalam hal
suatu ekonomi syariah yaitu dalam perbuatan peraturan yang

dibutuhkan oleh ekonomi syariah.

Oleh karenanya dalam menetapkan ganti rugi yang disebabkan
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oleh adanya perbuatan melawan hukum dalam perkara nomor
84/Pdt.G/2019/PA.YK majelis hakim mengacu pada ketentuan
pasal  1365,1370,1371, 1372 KUHPerdata, Yurisprudensi
No0.650/PK.Pdt./1994, dan doktrin hukum dalam buku Prof. Rosa
Agustina. Sedangkan Pertimbangan hakim di lakukan melalui
fakta- fakta yang ada dalam persidangan yang didasarkan pada
penggugat, replik, duplik, dan bukti-bukti dari penggugat maupun
tergugat. Dasar hukum pertimbangan yang dilakukan oleh majelis
hakim dalam putusan tersebut sudah sejalan dengan magasid

syariah yaknihifdzul maal.

B. Saran — Saran

18 Pengadilan Agama dengan perluasan kewenangannya yang
baru, yakni kewenangan menangani perkara di bidang ekonomi
syariah, membawa konsekuensi logis untuk mempersiapkan diri
dalam mengemban amanah dan tanggung jawab.

& Hakim Pengadilan Agama tidak boleh menolak untuk
memeriksadan memutus perkara di bidang ekonomi syari’ah yang
diajukan kepadanya dengan dalih tidak ada hukumnya.

3. Kegiatan Ekonomi ekonomi syariah yang berkembang
pesat dewasa ini harus direspon kemungkinan mendirikan
Pengadilan Ekonomi Syari’ah pada Pengadilan Agama bagi orang-
orang beragama Islam agar mereka dapat menyelesaikan

masalahnya berdasarkan hukum Islam.
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4. Lembaga penyelesaian sengketa alternatif di bidang
ekonomi syari’ah bisa melalui perdamaian (ishlah), arbitrase

(tahkim) ataupun pengadilan (qadha)
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